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ABSTRAK

Syamsiah. Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslahah)
(dibimbing oleh Agus Muchsin dan Hj. Rusdaya Basri).

Pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Pinrang. Kemudian penelitian ini mengkaji 3 permasalahan yaitu
prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, metode ijtihad
hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang dan
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak
permohonan dispensasi nikah.

Penelitian ini merupakan field research dengan metode kualitatif deskriptif.
Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Penelitian
ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis formal, sosiologis. Sumber
data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi,
interview dan dokumentasi: Adapun,analisistdatanya menggunakan analisis induktif
dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Prosedur pengajuan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Pinrang sama dengan prosedur perkara pada umumnya harus
melalui Meja I, Kasir, Meja Il dan Meja'lll hanya saja yang menjadi dasar pengajuan
dispensasi nikah adalah surat penolakan dari KUA. (2) Metode ijtihad hakim dalam
melakukan penemuan hukum dengan menggunakan tiga metode diantaranya metode
maglahah, metode interprestasi yang digunakan yaitu interprestasi gramatikal dan
sistematis, dan metode konstruksi hukum yang digunakan yaitu metode penyempitan
hukum. (3) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan
permohonan dispensasi nikah itu didasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap,
tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta asas kemanfaatan dan
kemudharatan. Akan tetapiy. ketika pemohon.tidak dapat menunjukkan atau
membuktikan alat bukti di 'dalam persidangan, yang bersangkutan telah menikah
sebelum ditetapkan putusan dari Majelis Hakim, tidak ada kondisi yang mendesak
serta kedua calon mempelai tidak memiliki kemampuan dan kesiapan mental untuk
melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.

Kata Kunci: Dispensasi nikah, Pengadilan‘/Agama Pinrang, Kemaslahatan
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat

dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab | Nama

| Alif

Nama

dak dilambangkan

di atas)
3 (de

k di bawah)

ka dan

De

ik di atas)

J

o Es

o Syin Sy es dan ye

P sad S es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)

XVii
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b ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ apostrof terbalik

: Gain Ge

r

= Fa Ef

3 Qi

4

.

» | B
V|

(s) yang,terle alﬂ val kata mengikuti vokalnye

apapun, erletak-di-tengah : ok duliedencar

diberi tanda

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

XViii
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Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ fathah A A

! Kasrah I I

[ dammah U

Vokal rangkap bé

atau vokal lalﬂnya berupa

v A, R

dan huruf,

Nama Huruf danTanda

o Fathah dan alif | _
BT A adani
atau ya”

- kasrahdan ya” I i dan garis di atas

XiX
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h

5 dammahdan wau u dan garis di atas

Contoh:
IR A

apat harak ' an dammabh,

au mendapat harakat su i adalah (h).
terakhir dengan ta I kata yang
sedang al- serta bacaan kedu i ah, maka ta

ditransliter

:raudah al-janna [ jannah

:al-madz‘nP*ianaR*&Efddﬂah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda tasydid (—), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

XX
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Uy : rabbana

L5 : pajjaina

Gacll . al-haqq
& al-hajj
?_._*, :nutima
Be o aduwwun

6.

Kata s i Y (alif lam
transliterasi ini, kata sa sperti biasa,

al-, bai ii huruf syamsiah maupu ata sandang

ditulis t g mengikutinya dan dih ris mendatar

. .

. al-syamsu (bukan asy-syamsu)

FERTE . al-zalzalah (azzalzalah)
FHR L . al-falsafah
Al . al-biladu

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

XXi
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G5l 0 2 muruna
el - al-pan’

. B I
s syaiun

Syl oumirtu

sa Indonesia

ata, istilah atau kalimat
yang be yang sudah
lazim d jadi ari 6 : ia sudah sering
ditulis d
Contoh
Fizilal @
Al-sunn

Al-ibar¢ um al-lafz |

PAREPARE
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan

memiliki kebutuhan, kemampuan kebiasaan untuk berkomunikasi  dan

berinteraksi dengan individ an masyarakat, komunikasi dan
interaksi merupakan genal individu yang satu

dengan individu la ngan itu akan meni rasa ketertarikan antara

nya. Ketika

ling memikat maka ras jenis yang

jalan yang telah diten slam, dalam

diperbolehkan atau dih alurkan rasa

saling « rseb lawan jenis yaitu jala ka menjalin
awinan maka jadi be ja antara suami

istri unt bina dan memben 2suai dengan

jalam pasal
juan untuk
rahmah”.?

Membangun sebuah rumah tangga bukan hanya sekedar bermain peran ataupun

!Anggreni Atmei Lubi, “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini,” Jurnal
llmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 4, Nomor 2, 2016, h. 151.

%Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonsia; Direktor Pembinaan
Badan Peradilan Agama Direktor Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I,
2000, h. 14.
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terikat antara dua individu, namun sebuah pernikahan memiliki arti lebih mendalam
dan tujuan yang harus dipahami sehingga kesiapan dan kematangan fisik, mental dan
material harus dimiliki oleh pasangan agar mampu membangun sebuah rumah tangga.

Sebagai masyarakat yang berada di dalam suatu negara hukum, yaitu negara
Republik Indonesia yang memilikic sistem_hukum nasional Indosesia mengakui
hukum tertulis. Untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara
Indonesia yang beragama Islam, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai
bagian dari hukum ‘nasional melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang
No0.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974,
Tentang Perkawinan sebagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan
atau pedoman dalam melaksanakan perbuatan hukum dan sebagal sumber hukum
hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.
Dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan memberikan
perlindungan serta menjaga agar sebuah perkawinan tetap terjaga kelanggengannya
serta dalam Undang-undang tersebut.memberikan batasan umur seseorang dalam
melakukan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang
ideal, untuk mencapai hal tersebut maka dalam*melakukan perkawinan harus dengan
umur yang matang.® Péfatufan perundang-undang baik hukum nasional maupun
hukum [Islam merupakan pedoman penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan
atau jalan keluar untuk menyelesatkan masalah-masalah™yang berkenaan dengan

perorangan maupun kelompok seperti halnya perkara perkawinan. Salah satu fungsi

*Mutsla Sofyan Tsafiq (11210042), “Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak
Dibawah Umur (Studi Kasusu Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan),” Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah:
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015. http://etheses.uin-
malang.ac.id/2959/1/11210042.pdf (30 Maret 2019), h. 4.



http://etheses.uin-malang.ac.id/2959/1/11210042.pdf%20(30
http://etheses.uin-malang.ac.id/2959/1/11210042.pdf%20(30

dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai
perlindungan kepentingan manusia.
Dispensasi Perkawinan atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama

kepada calon mempelai yang belum cukup umur atau belum matang jiwanya untuk

melangsungkan perkawinan diatur_d pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16

Tahun 2019 Tentang Perub dang No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, menyatak

_ tentuan u
k pria dan/atau orang
g‘ilan dengan alasan san

aksud pada
pat meminta
i bukti-bukti

sia perkawinan tersebut anpa tujuan,

mengandung maksud agar benar-benar
kedua calo : ya sehingga
kan tujuan p u

onan dispen diberikan ole gadilan atau

yang telah ditetapkan kemudian pihak yang berperkara tidak dipenuhi maka pihak

pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk

*Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.
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pernikahan kedua belah pihak tersebut.” Dalam hal pemberian dispensasi nikah,
pejabat yang memiliki kewenangan mengenai hal tersebut harus jeli dalam
memeriksa perkara tersebut sehingga setiap calon mempelai tidak dengan mudah

memperoleh dispensasi nikah.

Batasan usia kawin juga di Jalam Kompilasi Hukum Islam  yang

selanjutnya disingkat KHI, d

erkawinan hanya boleh
elah ditetapkan
g-kurangnya

masyarakat

elangsungkan perkawi persyaratan

usia mi ng tetah ditetapkan oleh antumkan di

ahun 1974 Tentang Per eknya tidak
efektif engan prinsip perkawinan. nyimpangan
terhada yang mengat

bawah umur.

*Sofia Hardani, “Analisis Tentang Ba
perundang- undangan Di Indonesia,” An- Nida .
Agustus 2015, h. 130.

®Inpres R.l No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonsia; Direktor Pembinaan
Badan Peradilan Agama Direktor Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I,
2000, h. 19.

s Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut
Jurnal Pemikiran Islam, Volume 40, Nomor. 2, Juli -

"Amelia, “Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan
Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan,” Rechtidee Jurnal Hukum,
Volume.9, No.1, Juni 2014, h. 74.
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penyimpangan. Kenyataannya bahwa perkawinan usia dini sering kali ditemukan
dalam masyarakat baik daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, yang mana
pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkeinginan untuk

melaksanakan pernikahan dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dibenarkan

agar bisa melangsungkan pernikah
Berdasarkan survei oleh calon peneliti terhadap

g paling marak diajukan

data ad ) awinan dan
karena tua maupun

uskan pada

angan hakim
mudahnya

ng tersebut

umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun'bagi laki-laki.

8Sofia Hardani, “Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut
perundang-undangan Di Indonesia,” h. 131.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pikran, tercatat pada
rekapitulasi perkara dispensasi nikah yang diterima dan dikabulkan oleh hakim
Pengadilan Agama Pinrang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat
diuraikan sebagai berikut: 2012 sebanyak 3, 2013 sebanyak 18, 2014 sebanyak 78,

2015 sebanyak 91 perkara.’ Dan d nelitian yang dilakukan oleh Hardiana,

tercatat pada rekapitulasi ng diterima dan dikabulkan di

Pengadilan Agama Pi yang diterima adalah 103

i mengenai

I nikah dengan rekapit tahun 2017

sampai n sebagai berikut: 2017 ang menjadi
objek p okus pada tahun 2018. asi Pengadilan

Agama g, un 2018 mengalami peni

masing- magnlﬂ

PAREPARE

102 perkara

dengan

°Pikran (122100019), “Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional dan
Hukum Islam Analisis Pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang,” SKripsi Sarjana; Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga: STAIN Parepare, tahun 2016, h. 62.

Hardiana (132100010), “ljitihad Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi kasus
Pengadilan Agama Pinrang),” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi
Hukum Keluarga: STAIN Parepare, tahun 2017, h. 65.
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Data dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Pinrang tahun 2018

Tabel 1.1

No.

Nama Kecamatan

Tahun

atan Cempa

ecamatan Mattiro Somp

ecamatan Paleteang

Kecamatan Patampanua

perkara 102 pada tahun 2018 masih 0
ditahun 2019 sebanyak 14 perkara.! Putusan tersebut dilakukan oleh Hakim

Pengadilan Agama Pinrang didasarkan pada aspek kemaslahatan, yang pada dasarnya

am tahap proses pemeriksaan hingga putus

sangat sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam yakni

K epaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 maret 2019.

langkan dari
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il a e 2388 aulaaliz
Artinya:

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”.'?

Menurut kaidah di atas, setiap tu memiliki mafsadah dan maslahatnya,

maka dari itu yang palin esaikan masalah tersebut yaitu
menghilangkan maf itu mpak lebih besar dan
menimbulkan masal

an Hardiana
mengalami
ei awal yang dilakuka pada tahun

2018 ju katan.

uan masyarakat menge bawah umur

ka m aikan dampak yang akan rkawinan di

i terjadi ter rkawinan di

i tidak memb baik karena
ahkan anak ggung oleh

jika mereka

perkawinan

di bawah umur, diharapkan kepada pejabat yang berwenang memberikan dispensasi

2A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Yang Praktis, (Cet.1; Ed.1; Jakarta: Kencana,2006), h. 29.

BYuniastuti, “Dampak Sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa
Kunjorowesi Kecamatan Ngaro Kabupaten Mojokerto, ” Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS,
Volume.2, No.1, April 2017, h. 34.
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perkawinan agar jeli dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut atau
pada saat persidangan perkara tersebut agar memberikan nasehat kepada para
pemohon agar tidak meneruskan perkawinan anaknya jika tidak ada alasan yang kuat.

Selain peran dari pengadilan peran orang tua juga sangat di butuhkan untuk

memanimalisir terjadinya perkawina vah umur, pengawasan orang tua kepada

anaknya agar mencegah dalam pergaulan bebas yang
mengakibatkan hamil s uran perundang-undangan
tentang Perkawinan'age

terjadi c
k kemudian
diteliti

dur pengajuan dispens ilan Agama

ijtihad hakim dalam a dispensasi

nrang dan bagaimana ti ammah yang

emutuskan perkara dispens dilan Agama
a melihat d i i arkan diatas
ara yang tela
tertarik unt s ari berbagai
alasan sebelumnya,
sehingg : perundang-
undanga
dari aturan batasan usia kawin yang dimaksud adalah dispensasi nikah dapat
memanimalisir terjadinya perkawinan anak di bawah umur atau justru sebaliknya
dengan adanya penyimpangan dari aturan tersebut akan menimbulkan maraknya

perkawinan anak di bawah umur, oleh karena itu peneliti ingin mengkaji fenomena

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Dispensasi Nikah di
Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Magslahah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah adalah: Bagaimana

dispensasi nikah di Pengadilan g. Atas dasar permasalahan pokok
tersebut dapat dirumuska
1.2.1 Bagaimana

engajuan dispen di Pengadilan Agama

1.2.2 ensasi nikah

1.2.3 angan Hakim Penga : ang dalam

nolak permohonan disp

1.3 Tuj

ini adalah
untuk:
13.1 ilan Agama
1.3.2 a dispensasi

1.3.3 Mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam

mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.
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1.4 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian, di dalam penelitian ini adalah untuk :
1.4.1 Sebagai penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan

peraturan tentang dispensasi perkawinan. dan dijadikan sebagai perbandingan

penelitian peraturan selanj kaitan dengan masalah ini.

1.4.2 Memberikan infor um, masyarakat umum dan

PAREPARE
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori,

pemikiran dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam

rangka memperoleh pemikira dap variabel yang akan diteliti.*

Untuk mengetahui tinj ini, maka diuraikan sebagai

berikut:

2.1Tin

karya i itian yang dilakukan se \ jitan dengan
peneliti i h peneliti diantarannya:

akukan oleh Mutsla S : ngan  judul

Dispensasi win Yang D Oleh Anak

/Pdt.P/PA.Pasurua enelitian  ini

okus pada ba a seseorang

at dari segi

ah penelitian

“Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya llmiah (Makalah dan Skripsi), (Edisi Revisi;
Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.25.

12
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lapangan atau field research, data diperoleh secara langsung dari masyarakat (data
empiris).”
Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama

mengkaji tentang dispensasi nikah. Namun setelah di bandingkan ada perbedaan

mendasar dapat dilihat dari peneliti a Sofyan Tsafiq yang lebih fokus pada

bagaimana seseorang yang.s oat melakukan perbuatan hukum,

awin atas diriny dan bagaimana perkara ini

ilakukan oleh Pikran j enelitiannya

ur menurut Hukum Na lam(analisis

Pengadilan Agama ini fokus

I permasalahan pokok, ya kawinan di

bawah arkan dalam
alam hukum

“Mutsla Sofyan Tsafiq (11210042), “Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak
Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan),” Skripsi Sarjana; Jurusan Al-ahwal
al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah: UIN Maulana MAIlik lbrahim Malang, Tahun 2015.

http://etheses.uin-malang.ac.id/2959/1/11210042.pdf (30 Maret 2019).

1%pikran (12.2100.019), “Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional dan
Hukum Islam Analisis Pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang, ” Skripsi Sarjana; Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga: STAIN Parepare, Tahun 2016.
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Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama
mengkaji tentang dispensasi nikah. Setelah diperiksa perbedaan mendasar dapat
dilihat dari penelitian Pikran dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini terletak

pada masalah yang diteliti. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Pikran yaitu

berfokus pada bagaimana perkawi ah umur menurut hukum Nasional dan

hukum Islam. Sedangkan ukan oleh peneliti lebih fokus

mengkaji tentang Agama Pinrang dalam
mengabulkan atau permohonan dispensasi

engan judul
Peneliti ] Sosiologis
an Agama Salatiga)”, fokus pada

hakim Pengadilan Aga memberikan

engetahui faktor pen yak terjadi

spen win di Pengadilan Agama , sert mengetahui

isis dampak an dispensas in terhadap

ama Salatiga.

persamaan nelitian ini

ang dispep*in].EePwiRiE perbedaz

sama-sama
dasar dapat
dilihat diteliti oleh
peneliti oleh Ambar

Suci Wulandari lebih fokus kepada "aspek yuridis dan sosiologis, Sedangkan

Y Ambar Suci Wulandari,“Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis
( Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga).” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.
http://eprints.ums.ac.id/55061/10/NASKAH%20PUBLIKASI%20AMBAR.pdf (30 Maret 2019).
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penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak

permohonan dispensasi nikah.

2.2 Tinjauan Teoretis

Teori-teori yang dijadik u pijakan berfikir dalam menyusun

konsep pemikiran terseb

perbuatan-
yang umum
arti menarik

dalam arti

bahasa

diturunkan

lam Q.S Al-
Ma’idah/5:16

¥Totok Jumanto dan Samsul Munawir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Cet 1; Penerbit
AMZAH, 2005), h. 200.

¥amus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Cet I; Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama,
2008), h. 884.
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9

é 1 I o4 @ 28 87(_° P . 8w °
Lo Q) fetiis 63 ol d) SlBl (2 o8 R oS (L Bl 651 4 ) e s
-\ it

Terjemahnya:
“Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti
keridaan-Nya ke jalan keselam dan (dengan Kitab itu pula) Allah
mengeluarkan orang itu dari ita_kepada cahaya dengan izin-Nya, dan
menunjukkan ke jalan yan

an bahwa Allah senantiasa

memberikan petunj hambahnya dan in membuat hambahnya

dapatkan akta nikah sef hannya sah
u

3 n
baik hukum lIsla asional.
2.2.2 syarat magslah

ah merupﬁrﬁ:;ﬁigr&n&'ﬁtﬁm bebas,
asar

tetap terikat
injuk untuk
Dengan kata
lain magslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan
yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup berlakunya maglahah ada tiga bagian:

2kementrian Agama R1, Al-Qur ’an dan Terjemahanya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h.
110.
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2.2.2.1 Kebutuhan daruriyat (primer),
Kebutuhan daruriyat (primer) yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi
kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka. Hal ini dapat

disimpulkan kepada lima sendi utama yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Bila sendi ini tidak terpelihara de maka kehidupan manusia akan kacau,

kemashlahatan tidak aka pun di akhirat. Pemeliharaan
artinya sendi yang berada
pada urutan pertama (agama issendi-kedua (jiwa)psendi kedua lebih
21

Muslm agar

an syaiat-syiat Islam, puasa, haji,

i (jihad) orang yang Islam, dan
ainya.
lihara jiwa, Allah Swt. melaran n yang akan

merusak n orang lain

sendiri, d kum qgiyas bagi p pembunuhan

dan tindak makar, ebagainya.

vemelihafah ke, (A1 ah Sl nélarang me

2.2.2.1.4 Memelihara keturu Allah Swt. melarang berbuat zina dan
menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang
menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan

dengan bukti-bukti yang sah.

2! Alaiddin Koto, llmu Figh dan Ushul Figh: Sebuah Pengantar, h. 122.
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2.2.2.1.5 Memelihara harta, Allah Swt. menetapkan hukuman potong tangan
bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada

kerusakan harta, seperti berjudi dan lain sebagainya.

2.2.2.2 Kebutuhan hajiyat (sekunder)

Kebutuhan Zajiyat (sekune egala sesuatu yang sangat dihajatkan

oleh manusia untuk mengh nolak segala halangan. Artinya,

menjadisrusaks-melainkan-hanya-seke nimbulkan-kesulitan-dar esukaran saja.

Prinsip kesulitan,
sud tersebut,

ketentuan dalam beber

dan uqubat

A prinsipnya
an-tindakan
pek ini tidak
i kalau tidak
eperti tidak
oulkan suatu
kondisi yang kurang harmonis dalam’pandangan akal sehat dan adat kebiasaan,

menyalahi kepatuhan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.*

22 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2003), h. 23.
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Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyat, hajiyat, maupun tahsiniyat
dimaksudkan untuk memelihara dan mewujudkan kelima pokok di atas. Hanya saja,
peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok

pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang apabila kelima pokok itu

diabaikan maka akan berakibat teran a_eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan

dalam kelompok kedua dapz uhan sekunder. Artinya, apabila

kelima pokok dalam ini diabaike tidak akan mengancam
eksistensinya, tetapi akan mempersempit dan mempersulit kehidupan manusia.
paya untuk

pit, apalagi

a pokok tersebut. De at dikatakan

kelompok ketiga leb menter dan

ya memiliki

akim dalam

3uyatno, Dasar-Dasar llmu Figh & Ushul Figh, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),
h. 164.

A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Yang Praktis, h. 29.
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Menurut kaidah di atas, setiap masalah tentu memiliki mafsadah dan maslahatnya,
maka dari itu yang paling diutamakan dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu
menghilangkan mafsadah karena hal itu bisa berdampak lebih besar dan

menimbulkan masalah baru.

Kemaslahatan dalam perkawi bawah umur perlu menjadi perhatian bagi

masyarakat dan pejabat memberikan dispensasi nikah di

hukum oleh
ap peristiwa
asil penemuan hukum mengambil

kebebasan yang ter ijheid) dan

ang s (urijege bondenheid). T alah untuk

undang-und an, dengan h ang konkret

rl ndang yang

posisi yang
meliputi analogi dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-undang yang
mempunyai arti yang luas. Bagi aliran rechtsvinding juga mempunyai arti yang

penting di samping undang-undang, karena di dalam yurisprudensi terdapat makna

%H.Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum,
(Prenada Media, 2018), h. 53.
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hukum yang konkret di perlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak terdapat
dalam undang-undang.?
2.2.4 Faktor Perubahan Hukum

Pandangan-pandangan terhadap. hukum mengalami perubahan-perubahan

seiring perkembangan zaman dika
2.2.4.1 Hukum itu _h adilan masyarakat yang terus
i kecepatan

, sehingga

tidak dapat menyeles 3 ang timbul.
tidak dapat terinci i kan hanya
emeene richtlijnen (pe
ang tidak dapat sempurna, ipergunakan
akna yang
bih jauh deng
dang-undang tida akup segala-
Jang-undang

rekonstruksi

2.2.4.6 Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku

bagi kasus lain yang sama.?’

%gpedjono Dirdjosisworo, Pengantar llmu Hukum, (Cet.14; Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2010), h. 161.
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2.2.5 Metode Penemuan Hukum
2.2.5.1 Metode Penemuan Hukum konvensional
Penemuan hukum merupakan kegiatan terutama dari hakim dalam

melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit, dimana dalam kegiatan

tersebut (penemuan hukum) dib Aya suatu metode yang nantinya dapat

dipergunakan oleh penegz berikan keputusan terhadap
ama sekali.
g jelas dan

aedah dapat

an peristiwa tertentu prestasi atau

h hakim merupakan rus  kepada

iterima oleh masyara ran hukum

iwa konkrit. Metode intresprestas na atau alat

ui ketentuan 8

dalam mel hukum, berpedo da metode-

elah ada. Metode- m penemuan huku

tepretatip AtE)EracA R15<si huku

puti metode

penalaran
an undang-

undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi,

?'R.Soeroso, Pengantar llmu Hukum, (Cet.6; Ed.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 89-90.

“Muliadi Nur, “Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan
Hukum Konvensional dan Hukum Islam).http://www.researchgate.net/publication/325602100
RECHTSVINDING_PENEMUAN_HUKUM_Suatu_Perbandingan_Metode_Penemuan_Hukum_Kon
vensional_dan_Hukum_Islam (25 Juni 2019), h. 11.
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metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat
diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (vage normen),
konflik antar norma hukum (antinomy normen), dan ketidakpastian suatu peraturan

perundang-undangan.?

2.2.5.1.1 Metode Interpretasi

Interpretasi atau pe n_salah satu metode penemuan

ikan peristiwa konkrit y: i im. Metode
i interpretasi gramatik ris undang-
matis.*
atikal adalah menafsirkan k ata tilah dalam
Interpretasi
g-undangan
oleh hakim
suatu aturan
kabur atau
kurang jelas. Misalnya, apa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam hubungan

kontraktual seringkali tidak jelas, terkadang pihak ketiga mengacu pada pihak lain

#Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), h. 58.

*Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: Ul Press, 2006), h. 35.
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yang tidak terkait dalam perjanjian (petinus extranei). Terkadang pihak ketiga yang
dimaksud adalah kreditor konkuren bagi para pihak yang terikat dalam sebuah
perjanjian. Oleh karena itu dalam interpretasi gramatikal, biasanya digunakan

bersamaan dengan interpretasi logis berdasarkan penalaran hukum.*

Interpretasi sistematis adalz ode menafsirkan peraturan perundang-

undangan dengan menghuk aturan hukum yang lain atau
dengan keseluruhan ini menerapkan prinsip,
bahwa peraturan perundanc ( erupakan sebuah system yang
gkan dengan
menafsirkan

gan tidak boleh keuar dari sistem

hukum nya, kalau hendak men pengakuan
anak y asil pernikahan orang t anya cukup
an yang ada dalam Kitab um Perdata

saja, akan te entuan yang

-u Pidana (KUHP).*

Kitab Und

tasi historis a terhadap ma

inya denp kﬂeE'PﬁERtE sejarah

Jang-undang

ya maupun

sejarah oris meliputi

interpreta ah hukumnya
(recht historischt). Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wet historisch),

yakni mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat

*'Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 37.

%2Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 38.
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oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Interpretasi sejarah
hukum (recths historisch) merupakan metode interpretasi yang memahami undang-
undang dalam konteks sejarah hukumnya.** Misalnya, untuk mengetahui tentang

sistem pemilu serentak yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, maka hakim harus

mengetahui sejarah penyusunan undz ang tersebut beserta ratio legisnya

Metode interfrestasi fsiran dikala hakim menafsirkan

ndang-undang, sehingga

, yang bert
pat memenuhi tutu

u konstruksi , yaitu suatu
secara ong, nyopet,
apakah a semuanya

bermaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum maka perbuatan itu adalah

**Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 39.

*Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum,
h.71.
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pencurian.*® Kontruksi hukum dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-
undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi, atau
dalam peraturanya memang tidak ada, atau terjadi kekosongan hukum.

Adapun yang termasuk dalam metode konstruksi hukum yang dilakukan

hakim dalam menghadapi kekosongz etidaksempurnaan undang-undang dapat
dilakukan melalui beberapa.i
Metode argu

analogium ada e yang dalam hukum Islam

dikenal sebagai metode be i i i sebu giyas. Metode ini

yang tidak

leh undang-

etod ksanakan dengan baik, kan masalah

yang menemukan hukum denga tidak

kemudian

memberikan
yang diatur
pulan bahwa

perkara yang dihadapi tidak termasuk’ kedalam pasal tersebut melainkan di luar

®Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, h.
75.

*®Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum,
h.76.
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peraturan perundang-undangan.®’ Salah satu contoh klasik misalnya ketentuan Pasal
39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur masa tunggu janda
(iddah) setelah bercerai dengan suaminya. Bagaimana dengan suami, apakah harus

melaksanakan hal yang sama? maka hakim di sini menerapkan metode argumentum a

contrario/mafhum mukhalafah sehing ang suami yang bercerai dengan istrinya
tidak perlu melakukan iddah:*
Metode penyen rit n (Rechtsvervijning). Tidak

gan terlalu luas dan terlalu

) terkandung
dalam ‘ ' terseb penyempitan

um, bertujuan untuk gkri

rlalu abstrak, pasif, ser , ag@

39

ntu

m yaitu menciptakan sesua bel atau belum

kan atau dia ada. Dengan

kata lai ini ang digunakan di

rdiri sendiri alam bentuk

Bentuk fiksi

kan pepatah

¥ Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum,
h.77.

*8Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Bayumedia,
2011), h.. 223.

¥ Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum,
h.77.
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dan peribahasa, sedangkan dalam hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal

demi pasal.*’

Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk
mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.

2.2.5.2 Metode Penemuan Hukum Islam

Penemuan hukum dalam ijtihad), pada dasarnya adalah usaha

memahami, menemukan da ara’. Bagi hukum yang jelas
terdapat nash, usahg hukum  (mujtahid) adalah

memahami nash yang berisi hukum itu dan merumuske a dalam bentuk rumusan

skannya dalam bentuk ; bagi hukum

yang S itemukan petunjuknya i mujtahid
llah pasti ada, maka ah menggali
sampai Allah, kemudian merumu a dal usan hukum
yang op al.*
a metode ya'p ak alam pene kum dalam
Islam,
yang sudah

1 MetocPﬂR;EmPeleE hukum dz

pelum jelas atau

pasti dalalah-nya sehingga dilakukan dengan ijma’, giyas, istihsan,

“Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum,
h.77.

“Muliadi Nur, “Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan
Hukum Konvensional dan Hukum Islam, h. 18.
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maglahah, istishhab, ‘urf, mazhah shahabi. ljtihad merupakan
kunci dinamisasi hukum Islam dengan perkembangan zaman,
karena hukum Islam yang saat ini merupakan hasil ijtihad para

ulama atau ahli fikih yang sifatnya konstektual.**

Jadi, teori rechtsvinding dan gannya dengan dispensasi nikah tentunya

memiliki hubungan yang sa karena aturannya tidak ada atau
perundang-undangan t i nikah yang diatur dalam
omor 16 Tahun 2019 te
aksud hal
ri apa yang
ngan. Tidaklah salah
u tidak sempurna, m
la kegiatan kehidup i tuntas. Ada
itu tidak lengkap dan a
demikian un
a, maka dari
, entah kar

perubahan

hukumnya,

ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya

aturan hukum (undang-undang) yang mengatur. Kaitannya dengan perkara

*Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum,
h.83.
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dispensasi nikah ini, seorang hakim dalam memutuskan perkara menggunakan
metode ijtihad dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta kemaslahatan

untuk menyelesaikan perkara tersebut.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Dispensasi

i artinya pengecualian dari

............. h anan. Maksu i dispensasi

nikah a ering: berlaku bag ii belum bisa

a belum mencapai batas i a menikah.*

Jadi i ni alah jalan keluar dari 3 kemudian

asih di bawah umur, di Si itu adalah

suatu p ' berikan solusi bagi mereka liki keadaan
darurat
232 F

diri dari dua

kata da i =S yang sering

at dalam Al-

*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet,IV;
Edisi.10; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 2.

*Mutsla Sofyan Tsafiq , Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah
Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan), h. 41.
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Qur’an dan Hadits Nabi.*® Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa
kata «ks = #\& artinya bersetubuh, #'35 = & artinya Pernikahan. Kamus bahasa
Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) Perkawinan yang dilakukan sesuai

dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa

pelanggaran terhadap agama. Sedang a “kawin” membentuk keluarga dengan
lawan jenis, bersuami atau be
Pernikahan me u Hanifah adala ” yang dikukuhkan untuk

memperoleh kenik

orang yang
anjian) yang bertujuan kenikmatan

ernikahan agad yang endapatkan

enurut Syafi’i pernikah g menjamin

uhan. Menurut Hambali, a nya terdapat
lafadzh

laki-lak

empuan dan

pernikahan ¢ sebuah akad

kan hak p*lnlEtP lerEenang de ara sengaja.

yang

*SAmir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta:Kencana Pernada Media Grup, 2010),
h. 73-74.

**Rusdaya Basri, Figh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, (Cet.1, Parepare: CV.
Kaaffah Learning Center, 2019), h. 2.

*"M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2006), h.
11-12.
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Artinya, kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan

yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat.*®

2.3.3 Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Peraturan perundang-undangan .yang berlaku di Indonesia dan mengatur

tentang perkawinan yang terdap asal 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974

memberikan defenisi ba lahir batin antara seorang

pria dengan seorang 2bagai suami isteri ¢ juan membentuk keluarga

al 2 diny inan dalam

ang sangat kuat atau m tuk mentaati

akannya merupakan ib

13l

PAREPARE

*BWahab Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38.

*Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan
Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),
h. 329.

*Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Direktor Pembinaan
Badan Peradilan Agama Direktor Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I,
2000, h. 14.
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2.4 Kerangka Pikir

[ Pengadilan Agama Pinrang ]

1

[ Dispensasi Nikah ]
\ 4
Teori maslahah Teori Rechtsvinding
Mewujudkan manfaat atau kebaikan (teori penemuan hukum)
Metode penemuan hukum terbagi dua

dan menolak terjadinya kerusakan. yaitu:

1. Metode penemuan hukum
konvesiaonal biasa digunakan

maupun di akhirat o e 3 meliputi metode interpretasi dan
konstruksi

2. Metode penemuan hukum Islam
meliputi: giyas, istihsan,

I maslahah, i1tishab, ‘urf, mazhab

cahahaohi

Menciptakan kemaslahatan di dunia

Penerapan Dispensasi Nikah




BAB 111

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi.dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis

dan sumber data yang digunak ulan data, dan teknik analisi data.™

Untuk mengetahui met ini, maka diuraikan sebagai

berikut:

(field research), yakni i ristiwa yang

ada di ina adanya. Berdasark ini
ini berupa

menganalisis dan meng yang diteliti,

melalu n deskriptif
t mengenai

sis tertentu,
gejala atau
memberikan

perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang

*'Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya llmiah (Makalah dan Skripsi), (Edisi Revisi;
Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

?Mardalis, Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.
26.

**Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), h. 310.

34
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diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek
komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenan dengan
suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut

diatas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang digunakan agar

dapat mendapatkan gambaran yan adanya pada lokasi penelitian untuk

menguraikan keadaan sesun hubungan yang relevan karena
Sukmadinata pun me S rif atif lebih memperhatikan
karakteristik, kualitas, kete enis pe penelitian yang
digunak Jis normatif,
yuridis.
normatif yaitu pendekat
segi aja dan asli dari Tuhan,
Hadits tang dispensasi nikah s
alah terkait pasangan yan i awah umur.

peraturan

ra deskriptif

a Dispensasi

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pinrang tepatnya di Pengadilan
Agama Pinrang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kekuasaaan dan wewenang

mengadili yang menyangkut perkara dispensasi nikah adalah Pengadilan Agama, dan
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dengan pertimbangan data dapat diperoleh karena penulis telah melakukan pra-

penelitian di lokasi tersebut.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu selama 31 hari yang pelaksanaannya pada

tanggal 07 Oktober s/d 07 Nove
3.3 Fokus Penelitia

ian tentang menganalisis

kai untuk menganalisis data primer

dan dat . er adalah sumber data berikan data
pada pe | data. Dala iti itati isi gat penting,

member res asi, sebagai

asi (key info ata diartikan

tau informasi i ri idengar, , dirasa dan
P RREPKRE

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:
Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau

informan dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang
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berhubungan dengan judul yang diteliti. Dalam hal ini adalah 3 Hakim Pengadilan
Agama Pinrang.
Data Sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau

data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui

dokumen dan hasil penelitian yang an dengan masalah penelitian ini untuk

melengkapi informasi yang.d
3.5  Teknik Peng
************* inigadalahs buku-buku,

jurnal, dokumentasi

uk pe didasarkan
kepada ecakapan peneliti dala aha gkap suatu
in dan menetapkan i ses gan syarat

g dibutuhkan peneliti nar s lengan fakta

. Penentuan sumber data dala eliti

dalam meng tif mungkin ga informan

enelitian ini kompetensi

rkawinan di

3.6.1 Pengelolaan Data
Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat

deskriptif, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah menyeleksi dan
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mengedit data yang terkumpul, lalu mereduksi dengan memilah-milah data ke dalam
suatu konsep dan kategori tertentu.
3.6.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan dan Analisis Data yang digunakan adalah kualitatif

terhadap data primer dan data sekun di bentuk analisis merupakan penjelasan-

penjelasan bukan berupa an data dikontruksi berdasarkan isi
dan struktur pemba an dispensasi nikah di

Pengadilan Agama F

13l

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang

Ketentuan batasan umur untu ngsungkan perkawinan sebagaimana yang

telah diatur dalam Undang- un 2019 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nom n Pasal 7 bahwa baik pria
agar dapat
ah usia yang
nsasi nikah
)74 Tentang

ang tua dari

juga dapat

darurat bagi
yang telah
diatur @ undang- uﬁa a IE deng gajukan ¢ asi nikah di
lrﬁ PR RIEI rnikahannya
melalui galkan suatu
hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam
suatu hubungan tersebut.

Pengadilan Agama Pinrang adalah pengadilan tingkat pertama yang

berkedudukan di ibu kota kabupaten Pinrang yang melaksanakan kekuasaan

39
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kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dengan memberikan pelayanan hukum
bagi warga yang mencari keadilan khususnya bagi warga yang beragama Islam dan
mempercayakan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Wewenang
Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara
tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas‘Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, ada pun perkara tertentu yang dimaksud yaitu perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syariah.>*

Administrasi perkara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh aparat pengadilan yang maing-masing memiliki tugas untuk mengelolah
penanganan perkara diantaranya prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara,
pemberkasan perkara, dan penyelesaian perkara. Untuk memulai dan menyelesaikan
pemeriksaan persengketaan perkara di Pengadilan Agama yang terjadi di antara
anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan
pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila-salah satu pihak mengajukan permintaan
pemeriksaan, Selama sengketa .tidak meminta pengadilan untuk menanganinya
maka pengadilan tidak berhak ikut campur dalam mengadili dan pengadilan tidak
bisa berbuat apa-apa.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan

Agama Pinrang bapak Drs. Syamsur Rijal Alryah, S.H, M.H, sebagat berikut:

“Dalam hal dispensasi nikah, para pencari keadilan sebelum mengajukan
dispensasi nikah harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah
ditentukan di Pengadilan Agama agar memudahkan dalam proses pendaftaran
sampai persidangan. Pemohon yang akan mengajukan dispensasi terlebih
dahulu membuat surat permohonan yang memuat tujuan di ajukannya

**peradilan Agama di Indonesia. https:/id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan agama di
Indonesia. (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019).



https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan%20agama%20di%20Indonesia.%20(Diakses
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan%20agama%20di%20Indonesia.%20(Diakses
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dispensasi itu, kemudian yang harus disiapkan alat bukti berupa surat
penolakan dari Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang ingin menikah
namun belum cukup umur , akta nikah dari anak pemohon serta melengkapi
berkas yang dibutuhkan di Meja Pendaftaran”.>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,

M.H, bahwa Sebelum perkara disidangkan terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh

pihak pemohon sebagai pihak yan a. Selain prosedur-prosedur yang harus

dipenuhi oleh pihak pem , juga harus mengajukan alat
bukti berupa saksi menguatkan  dalil-dalil
permohonannya.
mengajukan
ah Agung
Republ or 5 Tahun 2019 Mengadili
Permo i awin BAB |1l Bagian 3 alah sebagai

berikut:

Tua/Wali;

entitas Anak

entitas Anak

41.1.1.6 Fotocopy ljazah Pendidikan Terakhir Anak dan/atau Surat

Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak;

»Syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di
Pengadlan Agama Pinrang, 09 Oktober 2019.
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4.1.1.1.7 Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama;>®

Dasar pengajuan dispensasi nikah yaitu adanya penolakan dari KUA karena

calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disamping

Pemohon mengajukan bukti surat , Pemohon juga harus mengajukan dua orang saksi,

saksi yang dimaksud yaitu saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada calon

pasangan dibawah umur yang dimintai permohonan dispensasi, barulah pemohon
dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan

Agama Pinrang bapak Idris. S.H, M.H, sebagai berikut:

“Pertama-tama Pemohon “harus membuat surat permohonan dispensasi
nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang.
Permohonan ini bisa dibuat sendiri, bisa juga dibuatkan oleh staf di pos
pbantuan hukum di Pengadilan Agama Pinrang, lalu permohonan tersebut
didaftarkan di Meja Pendaftaran, Kemudian petugas Meja | (Meja
Pendaftaran) akan  menaksir  besarnya panjar hiaya perkara dan
dicantumkan pada surat kuasa untuk membayar, setelah itu Pemohon
membayar biaya panjar perkara ke bank yang ditunjuk. Kemudian
Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas kasir
sebagai tanda bukti telah menyetor panjar biaya ke Bank dan Pemohon
kemudian menghadappada. petugas-Meja 2 dengan menyerahkan kembali
bukti pembayaran  dan ' juga 'surat Permohonan dan petugas Meja 2
memberikan nomor perkara dan surat permohonan telah didaftarkan. Setelah
semua terpenuhi, Pemohon tinggal menunggu surat panggilan sidang
yang akan diantar ke alamat:Pemohon’:>’

Pada dasarnya pengajuangdispensasi nikahysama dengan pengajuan perkara
pada umumnya;yrhanyarsajaryang menjadi.dasarspengajuan-dispensasi nikah adalah
surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Prosedur pendaftaranya melalui

beberapa meja yaitu Meja I, Meja 1l, dan Kasir, setelah didaftarkan disertai dengan

*peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

*Idris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara
oleh penulis di Pinrang, 09 Oktober 2019.
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membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang yang akan diantar
oleh Jurusita ke alamat pemohon. Kemudian ketika hari sidang Pemohon
menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan 2 orang saksi, setelah menjalani

persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan mengeluarkan

penetapan yang isinya mengabulka enolak permohonan dispensasi tersebut.

Mengenai prosedur p dispensasi nikah, akan diuraikan

secara detail sebagai b

lisan bagi

ke bagian

KUM (Pos Bantuan atkan surat
onan.

erperkara menghadap p enyerahkan
permohonan, minimal 2 r enyerahkan
ini petugas
dituangkan

pabila tidak

surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang
dilegalisasi oleh Camat.
4.1.2.1.3 Petugas Meja 1 menyerahkan kembali surat permohnan kepada

pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar
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(SKUM) dalam rangkap 3.
4.1.2.1.4 Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (Kasir)
surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar

(SKUM). Pemegang Kas menandatangani Surat Kuasa Untuk

Membayar (SK Membubuhkan nomor urut perkara dan
dalam Surat Kuasa Untuk

mohonan. Pemegang Kas

erahkan asli Surat Kuase

ki : s : lilakukan di

ng ditunjuk oleh Peng berperkara

a di Bank

elakukan pembayar

an serahkan kembali ta but kepada

dilan, karena akan dila pendaftaran

perkara

Pihak ah kepada pet eja 2 surat

permoh p serta tinda tama Surat

“PRREPRRE

omor register
pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor
pendaftaran yang diberikan oleh pemegang Kas.

4.1.2.1.7 Petugas Meja 2 menyerahkan kembali 1 rangkap surat

permohonan kepada Pemohon yang sudah diberi nomor register
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kepada pihak berperkara.
4.1.2.1.8 Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan
sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat

Pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pemohon ketika

disampaikan idang oleh jurusita kealamatnya tidak

ikan melalui kepala desa atau

panggilan
awancara di atas terkai dispensasi
a, dapat disimpulka perkara di
bersifat mutlak, karen sedur yang

juan perkara maka proses lan Agama

an dengan la , alat bukti

asan konkrit imbangan hakim d emutuskan

emungkin hal-

rikan disppsnrnhEMaREtapan.

kan dispensas Pengadilan

perkawinan
dapat dila ang berlaku di
Indonesia. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan izin dispensasi nikah ini

memang dapat dipandang sebagai pembenaran pernikahan dini karena undang-

*®pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Mahkamah Agung
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, hal. 9.
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undang mengizinkan untuk menikah dengan usia yang belum mencapai batas yang
telah ditentukan.
Perlu diperhatikan bahwa izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama

tersebut tidak hanya sekedar memberikan izin tanpa ada alasan darurat atau situasi

yang mendesak, hakim tidak akan ge dalam memutusakan atau mengabulkan

permohonan para pihak.

pangan terhadap ayat
engadilan atau pejabat
aupun pihak wanita”>°

Undang-undang Nom al 7 ayat 2

Perdata dan
ataan tidak

memberi
selain yang
imana yang

dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Idris. S.H, M.H,

*Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan
Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia. H. 331.

®penjelasan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. https://www.limc4u.com/undang-undang/yndang-undang-republik-indonesia-no-1-tahun-

1974-tentang-perkawinan/penjelasan-pasal-7-uu-ri-no-1-tahun1974/ diakses pada tanggal 25 oktober
2019
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sebagai berikut :

“Bagi umat Islam, dispensasi nikah dapat diperoleh berdasarkan Penetapan
Pengadilan Agama sedangkan bagi yang bukan beragama Islam yang berhak
mengadili perkara mereka yaitu Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan
Umum. Mengenai pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan mengenai pejabat yang
berwenang dalam memberikan dispensasi nikah itu sepengetahuan saya tentu
hakim sebagai pejabat Pengadilan Agama yang menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara dan yang berhak memberikan
dispensasi nikah,. Adapun pejabat lain.yang dimaksud dalam ayat tersebut
bisa saja_pejabat dari Pengadilan Negeri. yang mengadili perkara non
muslim.”

Aturan dispensasi nikah sebagaimana yang telah dijelaskan dihalaman
sebelumnyagmterdapatysbatasangusia nikahggnamunysjugamterdapatspengecualian
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 dan seperti
yang kita ketahui bahwa pencari keadilan yang beragama Islam mengajukan
perkaranya di Pengadilan Agama ditempat ia berdomisili dan  yang berhak
mengadili perkara orang-orang beragama Islam ialah Pengadilan Agama itu sendiri.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan
Agama [Pinrang Bapak Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M. H, yang menyatakan

bahwa:

“Dalam hal pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang tentu
yang berhak memberikan dan mengeluarkan penetapan dispensasi itu hakim
yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut di
dalam persidangan tidak ada_instansi ataupun pejabat| yang berwenang
mengeluarkan penetapan dispensasi. Namun terkait dengan pejabat lain yang
dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 tersebut tidak ada penjelasan yang jelas dari
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya saja djelaskan bahwa Dengan
berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang pemberian dispensasi-terhadap perkawinan yang dimaksud pada
ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyataan
tidak berlaku, terkait dalam pasal tersebut bisa saja Kitab Undang-undang
Perdata memiliki aturan tersendiri dalam memberikan dispensasi nikah di

®1|dris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara
oleh penulis di Pinrang, 09 Oktober 2019.
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Pengadilan Negeri.”®?

Indonesia memiliki berbagai keragaman baik budaya, suku, agama dan lain-
lainnya. Tidak heran jika hukum perdatanya pun beragam dan tata cara
perkawinannya juga beragam itu dikarenakan perkawinan bagi orang Indonesia pada
umumnya didasarkan pada hukum adat:dan hukum agama, seperti dijelaskan dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun-1974 pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
Mengenai aturan pemberian dispensasi yang diatur dalam Kitab Undang-udang

Hukum Perdata Buku 1 Tentang Orang Pasal 29 dijelaskan bahwa:

“Seorang jejaka yang belum genap umur delapan belas tahun, seperti pun
seorang gadis yang belum genap umur lima belas tahun, tak diperbolehkan
mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-
alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan
memberikan dispensasi.”

Aturan mengenai batas umur untuk menikah sangat| beragam namun
tujuannya sama untuk memanimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur
khususnya bagi wanita. Namun disisi lain adanya batasan umur yang diatur oleh
undang-undang juga memberikan keringanan bagi calon mempelai dibawah umur
dengan pertimbangan alasan yang mendesak sehingga dalam pemberian dispensasi
nikah yang berhak mengeluarkan penetapan izin nikah adalah hakim sebagai
penegak hukum dan yang menjadi, dasar hakim ‘mengeluarkan penetapan tersebut
adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait pemberian dispensasi dapat

825yamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di
Pengadlan Agama Pinrang, 09 Oktober 2019.

®Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUH Pidana dan KUHAPidana,
(Cet II; Penerbit Wacana Intelektual, 2016), h. 30.



49

disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 1 Tentang
Orang Pasal 29 mengenai Presiden berkuasa meniadakan larangan nikah di bawah
umur dengan memberikan dispensasi, itu Presiden sebagai kekuasaan tertinggi

menyetujui peraturan yang ada kemudian penegak hukum serta masyarakat harus

mematuhi dan menjalangkan aturan ang ada sehingga hakim tidak dapat

memberikan dispensasi ji g. telah disetujui karena hakim

terikat oleh undang-u

4.2 ensasi Nikah

s dijalankan

peran yang

addah, dan

k kemudian
perkawinan,
karena perkawinan pada hakikatnya tidak rencanakan untuk dilakukan dalam jangka
pendek, yang hanya berlangsung satu atau dua tahun , melainkan perkawinan akan
terjadi seumur hidup seseorang. Oleh karena itu perkawinan harusnya dilakukan
dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental

maupun fisik di sini erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah, dengan
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aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur batasan usia seseorang untuk
legal melakukan pernikahan pasti didasari oleh berbagai pertimbangan-pertimbangan
tertentu misalnya terkait kesehatan reproduksi yang sudah matang bagi wanita.

Pernikahan pasangan di bawah umur bisa dilakukan melalui persetujuan dari

Pengadilan Agama, mengenai sidang nsasi nikah bagi pasangan di bawah umur

sebelumnya harus membua ke Pengadilan Agama tempat

profesinya, seorang a
an hukum, berdasarkan isi adap fakta-

masalah hukum dalam aidah-kaidah

itu, sumber hukum ut acuan dalam

fakta terseb alam proses

eputusan hu untut untuk

ya yaitu:**

dua tugas ata

1 la s”ﬂiﬂ?“ enyesuai

Jap tuntutan
engan  selalu
memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku,

cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan

®%yahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar llmu Hukum, (Yogyakarta: Turssmedia Grafika,
2014), h. 249-250
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keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli
hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak
selalu ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang terjadi

dimasyarakat.

4.2.1.1.2 Seorang ahli enantiasa harus dapat memberikan
elengkapi peraturan perundang-
g ada, dikaitka perkembangan yang terjadi
masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya

rkembangan

akim dalam menetapka au menolak
arena dikhawatirkan jik menentukan

i kesesatan yang menga im menjadi

tidak ad penc dilan. Hakim memiliki pri 2nolak untuk

engadili dan a aturannya

kurang jelas. pat menolak

hukum syara’ dari dalil-dalilnya. Ahli tahgig mengemukakan bahwa ijtihad adalah
giyas untuk mengeluarkan (istinbat) hukum dari kaidah-kaidah syara’ yang umum.

Adapun ijtihad dalam bidang putusan hakim (Pengadilan) adalah jalan yang diikuti

%Y ahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar lImu Hukum, h. 250-251.
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hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan teks undang-
undang maupun dengan mengistimbatkan hukum yang wajib ditetapkan ketika ada
nash.®® Artinya ijtihad merupakan metode penemuan hukum Islam sehingga hakim

dalam menetapkan suatu putusan meskipun perkara tersebut tidak memiliki dasar

hukum atau pengaturan hukum jelas, hakim dalam berijtihad tetap

berpatokan pada undang- makna-makna dari dalil-dalil
yang ada.

um di depan persidangan,

m terhadap
raturannya memang a as sehingga
. Dalam pengembangan dari produk
ngadilan Agama, selai g dijadikan

)ada kaidah-

akim dalam memutus per
kaidah tode-metode um yang dap ukan hakim

pada da dari segi metode terbagi dua anya metode

penem m Islam (ijti ;

dalam mMﬂEPﬂaﬂ Ekara yan

tetapi juga
menggunakan metode penemuan hukum konvensional. Metode penemuan hukum

Islam yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara diantaranya giyas,

%K hairul Uman, A.Achyar Aminudin, Ushul Figih II, (Cet.l; Bandung: CV Pustaka Setia,
1989). H.131.
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istihsan, istishab, maslahah, ’urf dan lain-lain, sedangkan metode penemuan hukum
konvensional diantaranya interprestasi dan konstruksi hukum , namun hakim
Pengadilan Agama Pinrang lebih cenderung menggunakan metode maslahah dalam
menyelesaikan perkara khususnya dispensasi nikah.

Putusan maupun penetapan.di Pengadilan Agama Pinrang salah satunya
permohonan dispensasi nikah, ijitihad hakim “memiliki pertimbangan sendiri
berdasarkan musyawarah majelis hakim dalam pemberian putusan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan

Agama Pinrang Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H. bahwa:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti
memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk
masalah dispensasi ini tentu kami melihat maslahatnya dalam artian menolak
mafsadat yang akan timbul jika hukum itu tidak diterapkan. Seperti pada
perkara dispensasi itu apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan, tentu hakim
melihat boleh tidaknya dilakukan perkawinan di bawah umur dan tentu kami
melihat dari sisi sosiologis, dampak negatif dan positif untuk kemudian
melihat ada suatu keadaan yang darurat, boleh jadi dikarenakan seseorang
sudah melakukan hubungan suami istri atau calon mempelai sulit untuk
dipisahkaQ sehingga hakim mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah
tersebut”.

Metode ijtihad yang dilakukan hakim dalam memutuskan atau menetapkan
sebuah thukum maka hakim :menemukan hukum di Pengadilan Agama Pinrang
dengan menggunakan metedesmaslahaty dalamymemutuskan perkara hakim memaknai
suatu dalih hukumpsecararluasrsehingga maslahatwyangrdijadikan acuan hakim pun
tidak satu aspek. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara
diantaranya dilihat dari berbagai aspek dan dampak hukumnya. Hakim mengabulkan
permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan alasan-alasan dari

pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah dan juga beberapa pertimbangan hakim

’Syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi
Selatan, wawancara oleh penulis di Pinrang, 09 Oktober 2019.
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menganggap dampak negatifnya atau mudaratnya jauh lebih besar dari apabila
membiarkan kedua calon pasangan ditolak permohonannya.
4.2.2.1 Magslahah

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa
Peradilan Agama adalah salah satu-badan.peradilan pelaku kekuasaan kehakiman
untuk menyelenggarakan _penegakan hukum dan. keadilan bagi rakyat pencari
keadilan dengan perkara tertentu antara orang-orang yang. beragama Islam, sehingga
Pengadilan Agama harus menampakkan hukum agama dalam setiap putusannya.

Secara etimologis, arti al-masiahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan
kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maglahah adakalanya
dilawankan dengan kata al-mafsadah yang mengandung arti kerusakan. Sedangkan
secara terminologi, al-maglahah adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada
kebaikan atau manfaat seperti yang dikehendaki oleh Allah untuk hambah-
hambahnya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan
kehormatan diri serta keturunan; pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta.®®

Mengenai penjelasan singkat mengenai masiahah diatas, maka perlu adanya
pengaplikasikan antara teori'dengan praktek dalam penyelesaian kasus di Pengadilan
Agama, kemudian bagaimana hakim Pengadilan Agama Pinrang mengunakan metode
maslahah dalam kasus dispensasi nikah. Senada dengan apa yang diungkapkan bapak
Drs. Syamsur Rijal” Aliyah, S.H,M.H dalam wawancara sebelumnya, bapak Idris,

S.H,M.H sependapat dengannya bahwa:

“Metode ijtihad yang paling tepat untuk digunakan hakim dalam
menyelesaikan kasus dispensasi nikah ialah pertimbangan magslahah, karena
pertimbangan hakim pada setiap perkara dispensasi nikah jika faktanya yang
ditemukan dalam persidangan misalnya bahwa ternyata anak dari pemohon

8 Asmawi, Perbandingan Ushul Figh (Cet.1; Ed.1; Jakarta: Amzah, 2011), h.128.
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dan calon suaminya telah berhubungan layaknya suami istri. Melihat hal itu,
tentu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan calon
pasangan tersebut nerupakan perbuatan yang tercelah dan telah merusak
kehormatan dirinya sebagai seorang wanita karena telah melakukan zina dan
hal ini akan berdampak pada keluarga dan menjadi aib bagi keluarga jika tidak
di nikahkan apalagi jika anak pemohon hamil, maka majelis hakim
berpendapat bahwa demi kemaslahatan anak pemohon dan keluarga serta
calon anak vyang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin
dispensasi.”®

Dari pertimbangan diatas, terlihat jelas bahwa hakim mengabulkan
permohonan dispensasi_nikahnya karena untuk menghentikan perbuatan dari calon
mempelai melakukan hubungan suami istri tanpa akad nikah sehingga dengan
mengabulkan permohonannya dapatsmenghindari kerusakan yang lebih besar dan
harus dinikahkan agar status kedua calon mempelai jelas dan jikapun calon mempelai
wanita hamil juga akan mendapatkan status anaknya nantinya jelas nasabnya. Putusan
hakim dalam penetapan tersebut jelas bahwa mengabulkan permohonan dispensasi
mereka  lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudharatnya agar dampak yang
ditimbulkan jika dispensasinya ditolak akan lebih besar mudharatnya dari pada
manfaatnya.

Dari pendapat hakim di atas terlihat bahwa metode magslahah sebagai metode
ijtihad yang paling tepat dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Upaya yang
dilakukan hakim dalam melakukan penemuan hukum Islam dan menerapkannya
dalam metode maslahak, diatas terlifat Jjelas dalam pertimbangannya menyebutkan
prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu memelihara jiwa, agama, akal, harta, dan
keturunan yang paling menonjol dalam‘pertimbangan tersebut. Namun hakim dalam
memutuskan perkara tetap bersumber pada undang-undang karena undang-undang

dipandang sudah menjawab peristiwa yang konkrit yang diajukan di Pengadilan

®|dris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama
Pinrang, 09 Oktober 2019.
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Agama hanya saja perlu bagi hakim melakukan penemuan hukum agar bisa
menerapkan keadilan bagi pencari keadilan.
Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak

jelas, tidak lengkap dan bahkan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman

Khususnya peraturan mengenai pe yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tent masih dijadikan sumber hukum
hakim dalam menyeles

kondisi melakukan

Tahun 2019

tentang ang-undang Nomor 1 T Perkawinan,
namun memanimalis terjadiny: umur
tetap saja seorang ha ‘ nolak untuk

engan alasan bahwa aturan . urang jelas.
Ketika i j hakim tidak
a sulit bagi
encari dan

interprestasi

4.2.2.2 Interprestasi (penafsiran)

Metode interprestasi dalam tulisan Ahmad Rifai, S.H,M.H dijelaskan bahwa
menurut Sudikno Mertokusumo, interprestasi atau penafsiran merupakan salah satu
metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan mudah

dimengerti tentang teks undang-undangagar ruang lingkup kaidah undang-undang
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tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran olh hakim
merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima
oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. ™

Metode interprestasi ini memiliki beberapa metode namun dalam penelitian

ini penulis hanya akan menjelas e yang digunakan hakim Pengadilan
Agama Pinrang dalam ispensasi nikah yaitu dengan

stasi sistematis dan akan

kal adala afsi jang-undang

sesuai kaidah hukum tata b prestasi ini

merupa ing sederhana karena h na teks dari

teks it metode ini dilakukan memaknai
huk g ada melalui penalaran hu ntuk an terhadap

teks ya r atau kurang
menjelaskan| ma nya dari teks unc dang maka
ngan peratu g mengatur
tentang masih kabur
s dispensasi

019 tentang

Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
“Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak
disertai bukti-bukti pendukung yang cukup .

"®Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif, h. 61.
" Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif, h. 63.
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Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan
Agama Pinrang bapak Idris, S.H, M.H, terkait penafsiranya terdapat pasal tersebut

yaitu:

“Mengenai penafsiran terhadap teks undang-undang terkadang ada beberapa
kata yang mungkin tidak dipahami sehingga butuh penafsiran, misalnya kata
“Penyimpangan” dalam pasal 7 ayat (2) ditafsirkan sebagai seseorang yang
ingin melangsungkan perkawinan namun belum memenuhi syarat yang telah
ditentukan oleh undang-undang mengenai batas umur untuk bisa
melangsungkan perkawinan. Kemudian arti dari. penyimpangan secara bahasa
ialah pelanggaran atau bisa juga diartikan sebagai penolakan jika dikaitkan
dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas usia
perkawinan”."

Menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan
kaedah bahasa hukum yang berlaku sehingga memberikan makna yang cukup jelas
untuk dimengerti maksud dari peraturan tersebut. Mengenal penolakan yang
dimaksud dalam pasal diatas jelas bahwa yang menjadi dasar pengajuan permohonan
dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama sehingga
Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan mengadili dan memutus apabila
dapat membuktikan penolakan dari Kantor Urusan Agama yang menolak menikahkan
calon pasangan dikarenakan umurnya belum memenuhi standar yang telah disepakati
oleh pemerintah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4.2.2.2.2 Interpretasi sistematis

Interprestasi sitematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-
undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau

dengan keseluruhan sistem hukum.”® Perlu selalu dipahami bahwa menafsirkan

2|dris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama
Pinrang, 23 Desember 2019.

"®Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: Ull Press, 2006), h. 38..
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undang-undang tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang ada
sehingga tidak menimbulkan masalah saat menafsirkan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan satu
undang-undang dalam menemukan hukum tetapi menggunakan beberapa sumber
hukum lainnya, seperti halnya perkara dispensasi nikah. Majelis hakim dalam
mengabulkan suatu permohenan dispensasi itu terlihat jelas saat penulis melakukan
wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Idris, S.H,M.H, yang

menyatakan bahwa:

“Majelis hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah selalu
menghubungan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan | Anak dengan yang secara tegas melarang terjadinya
pernikahan anak dibawah umur“yang belum = berusia 18 Tahun, begitu juga
batasan usia menikah dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada saat yang
sama pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 didalamnya juga
diperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.
Sepintas ada kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dengan UU
Perkawinan perihal Perkawinan anak dibawah umur. Namun, melihat fakta
yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang setiap tahunnya perkara dispensasi
nikah mengalami peningakatan dan alasan yang paling dominan terjadi yaitu
hamil luar nikah, kemudian.apa yang menjadi alasan hakim untuk tidak
mengabulkan permohonan ‘dispensasi kepada calon mempelai karena hamil,
jika hal ini dianggap deskriminasi terhadap pelangaran Undang-undang
Perlindungan anak maka hal ini salah karena dispensasi nikah akibat hamil
yang dikabulkan juga ‘bertujuan untuk melindungi anak yang hamil dan anak
yang dikandungnya agar tidak terjadi keburukan yang lebih besar™."*

Upaya hakim dalam :menghubungkan ‘Undang-undang ‘Noemor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat
1 huruf ¢ tentang perlindungan anak “Mencegah terjadinya perkawinan paa usia

anak-anak ™ dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas

™|dris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama
Pinrang, 23 Desember 2019.

"Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Rl Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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umur perkawinan, hal ini terlihat jelas bahwa dikabulkannya dispensasi nikah tidak
bermaksud melanggar undang-undang perlindungan anak karena dalam pemberian
dispensasi hakim tidak hanya sekedar mengabulkan permohonan tanpa ada keadaan

yang darurat atau mendesak seperti hamil di luar nikah, pertimbangan hakim

bertujuan untuk memenuhi tujuan h endiri yaitu untuk kemaslahatan.
4.2.2.2.3 Konstruksi

Selain meto asi, dalam p kum juga dikenal dengan
etode konstruksi huku metode yang digunakan
g bertujuan

agar pu aki 3 i i tutuntutan

keadila Adapun yang termasuk ruksi hukum
yang d dilan Agama Pinrang dispensasi
nikah pitan hukum/pengkon svervijning).

ada dalam peraturan perun alu luas dan
ruang lingk lu mempers¢

ng tersebut. Me

"®Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, h.
75.

"Amran Saudi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum,
h.77.
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Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan

Agama Pinrang bapak Idris, S.H,M.H, terkait penafsiranya terdapat pasal tersebut

yaitu:

“Terkait dengan perkara dispensasi nikah nikah, undang-undang telah
mengaturnya dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang didalamnya dijelaskan bahwa dalam hal
penyimpangan terhadap pasal 7 ayat.1 kedua orang tua pihak pria maupun
wanita dapat meminta.dispensasi nikah. kepada Pengadilan Agama bagi
masyarakat muslim.-Berdasarkan ayat tersebut jika dikaitkan dengan metode
penemuan hukum denngan metode konstruksi hukum yang bertujuan agar
putusan hakim dapat memenuhi keadilan dan kemanfaatan, maka hakim harus
mempersempit aturan yang umum ke khusus artinya aturan tentang batas usia
untuk _menikah berlaku bagi calon mempelat yang belum _memenuhi syarat
batas usia nikah tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali
mendapat izin dispensasi nikah di Pengadilan. Namun, dalam pemberian
dispensasi ini hakim harus jeli dan memperketat pemberian dispensasi agar
bisa memanimalisir terjadinya nikah dibawah umur, sehingga hakim harus
mencari aturan khusus agar dapat mengabulkan permohonan dispensasi
tersbut dengan cara mengaitkan Pasal 53 ayat (1) KHI bahwa seorang wanita
yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
Jadi aturan tersebut menjadi alasan hakim dalam mengabulkan permohonan
dispensasi .”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa hakim dalam

melakukan penemuan hukum menggunakan metode konstruksi hukum dengan

metode ' penyempitan hukum, suatu.aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta

umum, dapat diterapkan terhadap suatu' peristiwa tertentu, seperti aturan mengenai

dispensasi nikah tidak ada aturan mengenai alasan-alasan dikabulkannya suatu

permohonan sehingga hakim dapat mencari_aturan Khtisus _seperti Pasal 53 atat (1)

Kompilasi Hukum' Islam menyebutkan bahwa “Seorang wanita yang hamil diluar

nikah dapat dikawinkan dengan pria'yang menghamilinya”™. Berdasarkan pasal

tersebut hakim melakukan penyempitan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut

®|dris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama

Pinrang, 23 Desember 2019.

“Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h. 33.
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dengan ketentuan permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan asalkan calon
mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.
Peraturan perundangan-undangan merupakan sumber hukum tertulis di

Indonesia yang dijadikan acuan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, namun

tidaklah salah anggapan yang me bahwa peraturan perundangan-undangan

itu tidak sempurna dan apakah aturan hukumnya tidak
mengatur secara leng ada sama sekali karena

perundangan-undanga engatur seluruh kegiatan

enafsiran sehingga d
perundangan-undanga ukan suatu
melakukan penemu
p peristiwa atau kasus be

ilmu hukum.

| keputusan

hakim tidak

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa:
Pernikahan dibawah umur dilakukan melaui persetujuan hakim di Pengadilan
Agama, karena pada dasarnya seorang hakim ketika membuat suatu keputusan harus

berdasarkan fakta yang diajukan. Maslahah dari suatu putusan hakim adalah ketika
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putusan itu memberikan faedah bagi pencari keadilan. Karena pada dasarnya hakim
ketika memutuskan suatu perkara harus dilihat dai sisi sosiologi dan dampak
hukumnya, maslahah merupakan suatu putusan yang bebas namun tetap pada konsep

syari’ah. Hal ini karena untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudhrotan

maka dalam hal ijitihad hakim da tuskan perkara dispensasi ditinjau dari

teori  maslahah alternative  hukum  yang
mempertimbangkan i akses dan kepentingan
secara umum dan ti
ama Pinrang

adalah

annya dengan perkar ini, hakim
alam memutuskan perk ihad dengan
an hukum diantaran ah, metode
si hukum. Suatu kewajiba lankan oleh
setiap a j menemukan

hukum

4.3

hakim. Dalam hal ini tentunya Hakim"memiliki pertimbangan yang berbeda-beda
setiap perkara permohonan dispensasi nikah itu tergantung dari alasan hukum atau

fakta yang terjadi.
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4.3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Mengabulkan

Permohonan Dispensasi Nikah

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah
fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuat alat, yang
menentukan diterima dan ditolak perkara-adalah peristiwa. Didalam persidangan
dispensasi nikah, Hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan, guna
untuk mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk pertimbangan
Hakim dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.
Permohonan dispensasi nantinya dapat diterima tetapi substansinya bisa saja ditolak,
tergantung pembuktian di persidangan,

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan '/Agama Pinrang mengabulkan
Permohonan dispensasi nikah, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis
kepada 'hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H.,

berdasarkan pertimbangannya yaitu:

“Dalam hal dispensasi ‘nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan dispensasi itu  tentu pertimbangannya berbeda-beda tiap
permohonan, sehingga meskipun kasus yang sama dengan /alasan yang sama
tetapi bisa saja permohonan’ tersebut diterima atau ditolak tergantung
pembuktian dipersidangan. Namun secara umum pertimbangan hakim dalam
mengabulkan permohonan dispensasi nikah diantaranya alat bukti yang sah
dan lengkap, perkara ayangmbelummsampaippada tahap proses pembuktian
disebabkan karena“kaburnya:suatu: permohonan=yang disebabkan kurangnya
bukti otentik. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan
oleh undang-undang dalam perkawinan pada Pasal 8. Dalam pasal 7 ayat 2
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pemohon dapat meminta dispensasi
dengan alasan adanya kondisi yang mendesak serta adanya bukti-bukti
pendukung yang cukup. Serta asas kemanfaatan dan kemudharatan, tentunya
asas kemanfatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim
dalam  memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan
memberikan kemanfaatan bagi para pihak pemohon dan masyarakat luas”.2°

8Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020.
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Sebagimana wawancara diatas jelas bahwa Majelis hakim dalam
mengbaulkan dispensasi nikah secara umum ada empat pertimbangan yang akan
diuraikan sebagai berikut:

4.3.1.1 Alat-alat bukti yang sah dan lengkap

Alat bukti yang sah adala Kti yang ada hubunganya dengan suatu

peristiwa hukum, dimana dipergunakan sebagai bahan

pembuktian dengan dasar-dasar kup kepada hakim yang

memeriksa guna memberi kepastian tentanc benaran peristiwa yang
ohon untuk
a.

Pengadilan

. Baharuddin, S.H.,M.
idangkan terdapat syara
k kemudian diajukan
bukti surat tersebut ber

ipenuhi oleh
sebagai alat
nolakan dari

nikah

rlaku di Pengadilan Pinrang, dalam hal
_PAREPARE

berupa ¢

adalah orang tua/wali Pemohon.
4.3.1.1.2 Kelengkapan berkas berdasarkan pencatatan Panitera seperti: Surat

penolakan dari KUA, fotocopy akta kelahiran, fotocopy ijazah

8 Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020.
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terakhir, fotocopy Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Pendudukan
orang tua.
Jenis alat bukti kedua yang digunakan ialah alat bukti saksi, saksi adalah

orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat

tertentu seperti ia yang mengeta ang suatu peristiwa tersebut atau suatu

keadaan yang ia lihat, deng ebagai bukti terjadinya peristiwa
atau keadaan tersebut

Bahwa, untuk

alat bukti
u Tanda Penduduk No 297, tanggal
2 atas nama La Poddin dikel oleh Kepala
dudukan dan Pencata il en Pinrang,

cukup dan telah sesuai den inya ajelis hakim
Podding ya luarkan oleh
dan Pencata | kabupaten
mber 2018,

kti tersebut

Fotokopi Akta Kelahiran bernama Samiah dengan Nomor
731CLU2906201009322 tertanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten
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Pinrang, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P 3;
4.  Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor

B.654/Kua.21.17.08/PW.01/11/2018 tanggal 28 November

dikeluarkan oleh Kan san Agama Kecematan Mattiro Bulu,

Kabupaten Pir is diberi kode P4;

tersebut, Pemohon juga

jaan Petani,

Paelteang, Kabupaten n  Pinrang,

eterangan dibawah sum : ut:

kenal dengan Pemoho ding, karena
Kemanakan Pemohon;
Bahwa, saksi i Lapodding
namun pada
nya ditolak

ah, sehingga

10. Bahwa anak Pemohon "berusia lima belas tahun, sedang calon
suaminya tersebut, sudah layak untuk melangsungkan perkawinan,

karena sudah dewasa dengan usia 25 tahun, berstatus perjaka dan telah
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mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan sopir dompeng dengan
penghasilan yang tetap;
11. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena lamaran dari

calon suami anaknya telah diterima dan khawatir akan terjadinya

sesuatu yang tidak dii an, karena anak Pemohon dengan calon

suaminya sude ncintai selama satu tahun lebih;
12. iterima dan perkawinannya

penetapan dari

ng yang dilarang mel nan, karena

ngan nasab baik sesusu semenda;

Pemohon sudah mamp arena sudah

erjakan pekerjaan rumah, se a dikerjakan

oleh ibu rum menjadi istr pertanggung

awab kepada

Bahwa anak

arena telpmlaneFﬁarElpun roha
'

an layak unt mah tangga,

pahkan telah

untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya nanti.
17.  Avrifin bin Hanafi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil

Truk, tempat kediaman di Ammassangang, Kelurahan Lalenng Bata,
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Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang,
memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
18. Bahwa, saksi kenal anak Pemohon bernama Samiah binti La Podding

dan calon suaminya bernama Muh.Ali, berstatus perjaka;

19. Bahwa Pemohon ber tuk menikahkan anaknya, namun pada

ama, permohonannya ditolak

dewasa dengan usia 25
ekerjaan tetap sebagai peng dengan

ang tetap;

ohon mengajukan dispens amaran dari

dan khawa terjadinya
karena anak Pemc engan calon

cintai selama

23. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak
termasuk orang yang dilarang melangsungkan perkawinan, karena

tidak ada hubungan nasab baik sesusuan maupun hubungan semenda;
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24. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah karena sudah
dapat mengerjakan pekerjaan rumah, sebagaimana layaknya dikerjakan
oleh ibu rumah tangga dan telah siap menjadi istri yang bertanggung

jawab kepada suaminya kelak;

25. Bahwa anak Pemohon mampu dan layak untuk berumah tangga,

maupun rohaninya, bahkan telah

si-menjamin bahwa anak ‘pemoha menjadi istri

ngahdirkan saksi-saksi kan dengan

menyat:
saksi-sa
cara yang dilakukan i lan Agama

u pertimbangan hakim da ngab

h berdasarka i ngan saksi-sa i keterangan

ian dicocokan de an dari pemohon. diterimanya

suatu p )nan dispens pengaruh pa bukti yang
maka dalam

Pemohon PrA«RﬂEP*RE suatu pe
an

hal alat yat berperan
berpengaruh

terhadap putusan.

¥Data  sekunder, Arsip  Pengadilan Agama  Pinrang,  Penetapan  Nomor
256/Pdt.P/2018/PA.Prg tanggal 03 Desember 2018 diambil pada tanggal 09 Oktober 2019.
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4.3.1.2 Tidak ada larangan perkawinan
Berbicara mengenai larangang perkawinan , Al-Qur’an dan Sunah telah
menjelaskan tentang wanita yang halal untuk dinikahi dan wanita mana yang haram

untuk dinikah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagian

besarnya bersumber dari hukum pe n_Islam seperti yang tertuang dalam Pasal

39 Kompilasi Hukum Islam ndang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan A

n pemohon mengajuka ensasi nikah
cara, dikemukakan ber ; perikut:
emohon dan calon sua da hubungan

an tidak ada larangan untuk han menurut

2. el eh

anerima lamar

anak PenpitnbEmanlama ku

nih 1 Tahun

erjadi hal-hal

4. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang

laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini
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Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi
kawin.®
4.3.1.3 Adanya kondisi yang mendesak
Faktor yang sering dijadikan alasan permohonan dispensasi adalah
dikarenakan terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum ada perkawinan yang sah
atau juga disebabkan karena anak pemohon yang sudah begitu dekat kekasihnya
sehingga membuat orang tua resah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat
memalukan bagi orang tua di kalangan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan
terjerumus ke jalan maksiat maka setiap orang tua mengambil jalan dengan cara
menikahkan mereka meskipun umur-belum mencukupi batas yang telah ditentukan
oleh undang-undang.
Pertimbangan ' ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim
Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, "S.H.,M.H., yang

menyatakan bahwa:

‘“Faktor-faktor yang 'yang-paling marak diajukannya dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Pinrang rata-rata disebabkan karena hamil di luar nikah
dan karena terlalu dekat dengan pasangannya. Pada dasarnya terjadi lamaran
seperti pada perkara Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg itu sebenarnya bukan
menjadi alasan permohonan dispensasi-nikah apabila tidak ada alasan lain
yang sangat mendesak untuk diberikan dispensasi nikah. Terjadinya lamaran
tanpa ada hal yanganendesak bisardiundurtkarena tidak terlalu penting. Yang
bisa dikategorikan hal*yang“mendesak aitu=ketika anak-anak mengakui
kepada orang tua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri atau
bahkan sudah hamil. Majelis hakim bisa saja menrima atau menolak
permohonan dispensasi nikah dengan alasan terjadi lamaran tergantung
perbuktian yang bisa menguatkan dalil-dalil pemohona dipersidangan.™*

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama

®Data  sekunder, Arsip  Pengadilan Agama  Pinrang,  Penetapan  Nomor
256/Pdt.P/2018/PA.Prg tanggal 17 Desember 2018, diambil pada tanggal 09 Oktober 2019.

8 Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020.
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alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang adalah hamil
sebelum melangsungkan perkawinan serta kekhawatiran orang tua terhadap anak
yang sudah terlalu dekat dengan kekasihnya jangan sampai mereka melakukan

maksiat, sehingga untuk meghindari hal tersebut orang tua memohonkan dispensasi

ke Pengadilan Agama untuk di izin nikah kepada anak yang belum

u masalahat tidaknya s
dalam memutuskan s lah penting
akan menimbulkan da : kehidupan

. Hakim dalam membuat pu

g ditemukan i mudian dijac

kan hukum. an dilakukan o ulis dengan

lan Agama . msur Rijal SH, M. H

PAREPARE

tersebut”.®®
Ketika hakim hendak memutuskan suatu perkara dalam persidangan mengenai

dispensasi nikah maka harus memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas yang

8syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di
Pengadilan Agama Pinrang, 09 Oktober 2019.
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berlaku dalam persidangan diantaranya asas keadilan, kepastian hukum dan asas
kemanfaatan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada sehingga putusannya sesuai

dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum

agar dapat memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ada di

Pengadilan Agama. Sebagai ertimbangkan suatu kasus harus
berdasarkan unsur-u
memiliki kekuatan
ang melalui
langsungkan
rkawinan. Setiap haki skan wajib
n atau pendapat tertuli yang sedang
Ikan maupun menolak . ebut hakim
yang matang agar p
ara pencari

h yang me

bermaksud menikahkan anak Pemohon yang berumur 15 tahun dengan seorang laki-laki

®Intan Rifatul, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di
Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016,” Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: IAIN Ponogoro,
Tahun  2015.  http://etheses.iainponorogo.ac.id/1942/1/Intan%20Rif%27atul%20Hakim.pdf (27
Oktober2019), h. 43.
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yang berumur 20 tahun dengan alasan anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga
calon suaminya dan telah menerima lamarannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pinrang dengan Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg. mengabulkan

Permohonan pemohon.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan  Agama Pinrang Nomor

256/Pdt.P/2018/PA.Prg. yang anfaatan sebagai berikut:

sehingga-~masyarakatssmengharapkan

pai terjadi,

I di dalam

dari suatu hukum tetap Jalah untuk

ada umumnya dan kh pada individual,

setiap an pasti memiliki dam h sat yaknya yaitu
dari dampak ini adalah ketik tu p an dibawah

umur mak terhadap a ang dalam

n m berumah t:

dari alasan yang ohon ke Pengadil ama Pinrang

emohon tmarmnlaa calon ya dan telah

untuk dikabulkan. Dalam penetapan’ tersebut telah dicantumkan bahwa Hakim
menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan

anak Pemohon telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu,

8 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Presfektif Hukum Progresif, h. 131.
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baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga, serta calon suaminya
sudah layak untuk melangsungkan perkawinan, karena sudah dewasa dengan usia 20
tahun, berstatus perjaka dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan
sopir dompeng dengan penghasilan yang tetap.

Pertimbangan ini diperkuat..dengan.wawancara Penulis dengan Hakim
Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang

menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya, Hakim menilai orang tua yang melakukan permohonan
dispensasi_nikah untuk anaknya merupakan orang yang sadar hukum. Mereka
memilih untuk melakukan upaya hukum dari pada menikahkan anaknya
secara agama tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan
perkawinan. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua
calon mempelai ini dinikahkan karena baik secara syarat formil maupun materil
sudah dipenuhi oleh Pemohon karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak
orang tua akan merasa malu karena anak Pemohon telah dilamar oleh pihak
keluarga calon suaminya dan lamaran tersebut diterima, dan jika lamaran
tersebut dibatalkan maka kedua keluarga akan menjadi bahan perbincangan
dimasyarakat atau bisa saja kedua keluarga menikahkan anaknya secara sirri
dan ini akan sangat merugikan bagi calon mempelai nantinya.”8

Melihat dari pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan
dikabulkannya permohonan ‘dispensasi® tersebut dapat ‘melindungi atau
menghindarkan para pencari keadilan dari perbuatan zina atau Ssetidanya yang
bersangkutan tidak berdua-duaan, bertemu atau"menunjukkan hubungan dekat lainya
yang bertentangan dengan jatauran [yang *berlaku’ ditengah masyarakat meskipun
diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagail pihak lainnya. Dan yang bersangkutan
telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga serta
kedua keluarga telah merestui hubungan'mereka dan ingin menikahkan mereka untuk

melindungi mereka dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

®Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020.
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4.3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Menolak Permohonan
Dispensasi Nikah
Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Republik

Indonesia, adalah prinsip kematangan calon mempelai. Oleh karena itu, Undang-

Undang menetapakan batas usia rkawinan hanya dapat diizinkan

apabila pria dan wani ur 19 tahun pasal 7 Undang-

elaksanakan

enuhi, maka

litan untuk mencapai sah menurut

ket u maka dapat ditarik untuk dapat

sua awinan baik pria maupun dewasa dan

jiwanya. O kawinan itu

sendiri mi kebaikan a i J , atas dasar

pertimb emaslahatan i : batas umur

iwanya dan

permohonan dispensasi nikah, Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis
kepada hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H.,

terkait putusan atau penetapan yang tidak diterima maupun ditolak, yaitu:

“Putusan atau penetapan yang tidak diterima dengan ditolak itu berbeda,
Permohonan tidak diterima, yaitu perkara yang tidak memenuhi syarat hukum
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baik secara formil maupun materiil karena tidak diterima jadi perkaranya
belum sampai pada tahap proses pembuktian, adapun syarat yang harus
dipenuhi seperti harus ada penolakan dari KUA, yang bersangkutan belum
kawin sebelum mengajukan dispensasi nikah, dan tidak perlu dispensasi nikah
jika yang bersangkutan berumur 19 tahun. Adapun Putusan atau penetapan
yang ditolak yaitu suatu perkara yang permohonannya tidak dapat terbukti
atau tidak beralasan dipersidangan seperti saksi yang tidak mengetahui secara
detail mengenai permohonan tersebut, juga hakim melihat dan meminta
keterangan dari anak pemohon.dan juga calon pasangan apakah tidak ada
unsur paksaan untuk melangsungkan-perkawinan atau tidak, serta kesiapan
fisik dan juga kesanggupan untuk bisa menafkahi, bagi calon pasangan harus
siap dan mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena hal
ini bisa menjadi alasan pertimbangan bagi hakim untuk menolak permohon
dispensasi nikah tersebut.”®

Majelis hakim menggunakan beberapa alat bukti yang terdiri dari bukti surat,
persangkaan, pengakuan, sumpah dan saksi, ke lima alat bukti tersebut sangat
berpengaruh terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan penolakan
permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat
disimpulkan bahwa pertimbangan mejelis hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam

menolak permohonan dispensasi nikah, dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.2.1 Tidak dapat menunjukkan atau membuktikan alat bukti di dalam persidangan
Keberadaan alat bukti dalam perkara tersebut sangat berpengaruh dalam
persidangan karena alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian
dipersidangan yang akan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk
memeriksa perkara guna memberi Kepastian, tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan.
Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan

Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., bahwa:

“Majelis hakim secara otomatis akan menolak permohonan yang diajukan
olen pemohon, apabila ketika pada tahap pembuktian dalam persidangan

¥Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020.
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pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah tertulis di dalam
permohonan yang diajukan. Misalnya, dalam persidangan hakim mengajukan
pertanyaan kepada para saksi bahwa apakah saksi menjamin bahwa anak
pemohon sanggup menjadi istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya
nanti, jika saksi-saksi tersebut keterangannya tidak dapat menunjukkan
bahwa anak pemohon layak untuk melangsungkan perkawinan ataukah ketika
majelis hakim mengajukan pertanyaan lain kemudian saksi hanya
mengatakan tidak tau maka hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi
tersebut tidak relevan dengan pokok perkara oleh karena itu saksi tersebut
tidak memenubhi syarat materil seorang saksi.”

Keberadaan saksi _dalam perkara tersebut sangat berpengaruh dalam
persidangan karena hisa menjadi penyempurna bagi alat bukti lainnya. Saksi yang
memberikan keterangan di- muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu
seperti ia yang mengetahui tentang suatu peristiwa tersebut atau suatu keadaan yang
ia lihat, dengar dan lia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan
tersebut bukan saksi yang menerangkan apa yang tidak ia lihat dan hanya
menyimpulkan pendapat orang lain sehingga kesaksiannya tidak beralasan hukum
dan tidak dapat membuktikan apa yang ia persaksikan di muka sidang.

4.3.3 Yang bersangkutan telah menikah sebelum ditetapkan putusan dari Majelis

Hakim

Permohonan dispensasi nikah juga dapat ditolak jika anak dari pemohon telah
melangsungkan perkawinan sebelum mengajukan dispensasi nikah atau telah
mengajukan dispensasi nikah namun masih'tahap pemeriksaan dan pada saat itu juga
melangsungkan pernikahan sebelum keluarnya putusan dari Pengadilan Agama,
maka dalam hal int hakim menolak” mengabulkan permohonan dispensasi nikah
terhadap Pemohon.

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim

®°Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020.
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Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang

menyatakan bahwa:

“Pertimbangan majelis hakim menggunakan dasar hukum tersebut adalah
karena pemohon dan majelis hakim telah yakin bahwa perkawinan yang
dilakukan anaknya adalah sah menurut hukum Islam. Sehingga tidak perlu
mengajukan pemohonan dispensasi nikah untuk melegalkan perkawinan
yang dilakukan oleh anak pemohon. Cukup dengan melakukan isbat nikah.
Namun isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan melanggar. batas usia nikah. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dispensasi
nikah yang diajukan oleh Pemohon' tidak cukup beralasan, sehingga
permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Pertimbanganshakimutersebut, penulispdapatsmenyimpulkangbahwa dengan
menganjurkan para pihak untuk melakukan isbat nikah sangat merugikan pihak
yang |berperkara. Ketika anak pem@hon melakukan isbat nikah tanpa adanya
penetapan dispensasi nikah bagi mereka yang masih di bawah umur, belum tentu
Pengadilan Agama mengabulkan permohonan isbat nikah ' tersebut dengan
pertimbangan yang bersangkutan telah menikah sebelum ditetapkan putusan dari
MajelisHakim.
4.3.2.2 Tidak ada kondisi yang mendesak

Misalnya dalam perkara Nomor & 182/Pdt.P/2019/PA.Prg. bahwa alasan
pemohon bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta melalui pacaran
dengan calon suaminya sejak Z (tujuh):bulan‘yang:lalu; sehingga pemohon khawatir
akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya sebagai orang tua apabila tidak segera
menikahkannya, menurut majelis hakim tidak dapat dipandang sebagai suatu keadaan
darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan

hukum yang dilarang menjadi boleh. Kekhawatiran pemohon jika jalinan asmara

*'Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020.
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tersebut akan berimplikasi pada timbulnya perbuatan yang melanggar norma hukum
dan norma etik, tidak harus dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengawinkan
anak, melainkan dengan memaksimalkan peran orang tua dalam memelihara dan
mendampingi pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, intelektual, dan
spiritualnya. Perkawinan, justru menunjukkan sikap lepas tanggung jawab orang tua,
atau setidak-tidaknya pengalihan tanggung jawab kepada orang lain, yang karena
dilakukan pada saat usia anak masih sangat dini, maka berpotensi menimbulkan
mudharat yang lebih besar.?

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim
Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, "S.H.,M.H., yang

menyatakan bahwa:

“Permohonan dispensasi nikah dikarenakan kekhawatiran orang tua tidak bisa
dijadikan alasan mendesak untuk diberikan dispensasi karena hal ini dapat
diselesaikan | dengan cara memberikan pemahaman yang benar kepada
anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya yang
masih berumur 13 tahun. Karena hal tersebut tidak memenuhi batas minimal
umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang
berlaku yaitu baik pria maupun wanitatharus berumur 19 tahun.”*

Menurut penulis, kekhawatiran orang tua tidak bisa dijadikan alasan
mendesak untuk diberikan dispensasi karena dapat menimbulkan pandangan yang
berbeda bagi anak-anak seusia mefrekasyakni inenganggap pacaran ternyata tidak ada
hukuman yanguberatsmelainkanwdengan pacaranvakhirnyasbisar menikah dan bagi
orang tua sudah menjadi tanggung jawab serta berperan untuk memelihara, menjaga,

menasehati, dan mendampingi anaknya agar tidak terjerumus dengan pergaulan

“’Data  sekunder, Arsip  Pengadilan Agama  Pinrang,  Penetapan  Nomor
182/Pdt.P/2019/PA.Prg tanggal 28 Agustus 2019, diambil pada tanggal 06 Februari 2020.

®Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020.
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bebas. Sangat benar jika pergaulan anak yang sudah tidak bisa diatasi lebih baik
dinikahkan karena dengan menikahkan anak mereka tidak lagi berbuat dosa serta
orang tua menjadi tenang, tetapi dengan menikahkan anaknya diusia 13 tahun justru

menunjukkan bahwa sikap lepas tanggung jawab orang tua kepada anaknya dan untuk

hal ini pernikahan bukan solusi karena akan berpotensi menimbulkan
mudharat yang lebih besar.
4.3.2.3 Kemampuan kedua calon

on suami menjadi ri_pertimbangan hakim

sarakan calon istrinya.
h calon mempelai lai-I ita aqil baligh,
n salah satu asas perka

calon mempelai yang man pelai harus

g dijadikan
menimbang,
bahwa anak Pemohon yang saat itu masih berusia 13 tahun dan usianya jauh dari
ketentuan undang-undang yang berlaku, kemudian Pemohon akan menikahkan
anaknya dengan seorang laki-laki yang berumur 32 tahun, anak Pemohon yang belum

memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan, apabila
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diizinkan untuk menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai
seorang isteri sehingga perkawinan tidak akan memberikan manfaat bahkan
sebaliknya berpotensi bagi timbulnya mudharat atau mafsadat bagi pertumbuhan dan

perkembangannya.

Sebagaimana pertimbangan dalam penyelesaian perkara dispensasi
nikah Nomor 182/Pdt.P/201¢ n. Agama Pinrang, majelis hakim

oleh Pemohon dengan

dispensasi nikah terhad gan dengan

upaya [ kum; dan kedua, tidak asan bersifat
adanya pemberian dis
Jika ha a hukum yang menunjukkan an orang tua
mara anak

melanggar n or ik, ti a tidak hanya

an dengan i : aksimalkan

tua daIP AeniEzPiA RrEnpingi

buhan  serta

keluarga kedua belah pihak, berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang

diharamkan di dalam syariat Islam.**

“Data  sekunder, Arsip Pengadilan Agama Pinrang,  Penetapan  Nomor
182/Pdt.P/2019/PA.Prg tanggal 28 Agustus 2019, diambil pada tanggal 06 Februari 2020.
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Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim
Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang

menyatakan bahwa:

“Salah  satu  pertimbangan  hakim  menolak  perkara ~ Nomor
182/Pdt.P/2019/PA.Prg tersebut. adalah lebih kepada kondisi fisik calon
mempelai wanita yang terlalusmuda untuk melangsungkan perkawinan yang
dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang
isteri dan akan banyak menimbulkan mafsadat, diusianya yang masih labil
dapat membuat sebuah rumah tangga terguncang atau bahkan bisa merujung
pada perceraian di bawah umur karena yang maraknya. perceraian di
Pengadilan Agama Pinrang disebabkan oleh perkawinan usia muda Kesiapan
fisik tidak cukup sekedar adanya fakta keadaan haid karena haidnya seorang
wanita tidak selamanya menunjukkan kesiapan fisik ‘untuk; melakukan
hubungan seksual dan mengandung. Sehingga dalam penetapan dispensasi
nikah hakim harus mempertimbangkan kemampuan, kesiapan dan
kematangan pihak-pihak calon mempelai baik mental maupun fisik”*®
Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa siap menjadi ibu
rumah tangga bagi wanita dan menjadi kepala rumah tangga bagi pria hal ini bisa
menjadi celah bagi pemohon untuk dikabulkan permohonannya. Namun calon
mempelai yang belum cukup umur dalam melaksanakan perkawinan untuk
menangung tanggung jawab sebagai isteri hanya-akan menimbulkan masalah dalam
keluarga, melihat umur darilanak pemohon dalam perkara diatas masih sangat labil
untuk kemudian dibebankan oleh tanggangung jawab. Seperti yang tertera pada
penetapan  Nomor 182/Pdt:P/2019/RPA:Rrgm bahwass terdapat = keterangan dari
persidangan bahwaranakspemohonsmasihgbisardinasehativdansmenyatakan dirinya
masih dapat menunggu hingga usianya memungkinkan untuk menikah.
4.3.2.4 Asas kemanfaatan
Kemanfaatan dari suatu hukum yang ditetapkan adalah untuk kesejahteraan

masyarakat pada umumnya dan khususnya pada setiap individual, setiap hukum yang

®Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020.
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ditetapkan pasti memiliki dampak salah satu dampaknya yaitu dampak positif,
manfaat dari dampak ini adalah ketika suatu perkawinan dibawah umur dilaksanakan
maka akan berdampak terhadap anak yang dalam perkembangannya belum memiliki

kematangan dalam berumah tangga.

Bahwa Pemohon dalam su honannya tertanggal 28 Agustus 2019

telah mengajukan permoho telah terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Pi /PA.Prg. bahwa Pemohon
bermaksud menikah Pemohon yang berumur dengan seorang laki-laki
ajelis Hakim
ngan Pe °’rg. menolak

pan Hakim Pengadi

ditinjau dari asas kem

yang diajukan Pemohon i ma Pinrang

pasangannya

melanggar hukum dan

ikan dengan inkan anak,
elihara dan
ektual, dan
Kabulkan. Pihak-

pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak,
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berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat
Islam.®®

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim
Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang

menyatakan bahwa:

“Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya memang wajar melihat pergaulan
bebas yang terjadi menikahkan anaknya merupakan jalan untuk menghidari
anaknya berbuat dosa tetapi anaknya yang masih labil tidak memungkin untuk
seorang perempuan yang menjalankan peran sebagai isteri dan sebagai ibu
dalam usia cukup dini akan beresiko pada ketidaksiapan menanggung beban
tanggung jawab dari kedudukan tersebut, sehingga berpotensi mengakibatkan
disharmoni rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian, termasuk pula
ketidaksiapan menjalankan peran sebagai ibu sehingga berakibat negatif
terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak keturunannya.”**

Menurut penulis, untuk menghindari yang namanya maksiat dan pergaulan
bebas yang terjadi dilingkungan masyarakat yang membuat para orang tua menjadi
resah dan khawatir terhadap anak-anaknya, bukan berarti dengan menikahkan mereka
menjadi solusi yang tepat untuk menghindarinya tapi justru dengan perkawinan di
bawah umur bukan solusi terbaik-karena adanyapergaulan yang semakin bebas maka
dibutuhkan pengawasan dari keluarga terdapat anaknya serta dibutuhkan penanaman
moral dan pendidikan yang kuat.

Berdasarkan uraian, diatassdapat @dismpulkan jpahwa menurut penulis, alasan
dibenarkannya penetapan-dispensasisnikahsdalamrypenetapantdivatas baik penetepan
tersebut diterima maupun ditolak bertujuan untuk menghindari terjadinya mudharat

yang lebih besar daripada maslahatnya, jpemberian dispensasi nikah itu lebih banyak

®Data  sekunder, Arsip  Pengadilan Agama  Pinrang,  Penetapan  Nomor
182/Pdt.P/2019/PA.Prg tanggal 28 Agustus 2019, diambil pada tanggal 06 Februari 2020.

"Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan
Agama Pinrang, 06 Februari 2020
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dampak positif yang ditimbulkan daripada dampak negatifnya tergantung dari alasan
yang diajukan misalnya hamil diluar nikah hal ini justru dari dampak negatif tersebut
lebih banyak ditutupi sehingga menjadikan manfaat untuk kepentingan bersama.

Sedangkan penetapan yang tidak dikabulkan akan berdampak pada maraknya

perkawinan di bawah tangan yang an dengan undang-undang bagi mereka

yang tidak taat terhadap a mencari aman namun tidak

memikirkan dampak Ikan kedepa

13l

PAREPARE
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5.1

5.11

5.1.2

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Pada dasarnya prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Pinrang sama dengan peng ara pada umumnya, hanya saja yang

menjadi dasar peng surat penolakan dari Kantor
Urusan Aga onan dispensasi an oleh kedua orang tua
***** ilayahi tempat

eja | akan

Pemohon
bukti pembayaran ke ebagai tanda
anjar biaya ke Bank da menghadap

2 dengan menyerahkan bayaran dan

onan dan petugas Meja 2 me ikan perkara dan

ermohonan t semua te ,  Pemohon
menunggu sidang yang akan r ke alamat

n
ijtihad tRhRaEMR’Emg yang tepat dalam
: 3 metode

penemuan hukum diantaranya metode mas/ahah sebagai pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara, dan metode interprestasi yang digunakan yaitu
interprestasi gramatikal dan sistematis, dan metode konstruksi hukum yang

digunakan yaitu metode penyempitan hukum.
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5.1.3 Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan terkait pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak
Permohonan dispensasi nikah dapat disimpulkan bahwa:

5.1.3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan

Permohonan dispensasi nikah
51311 Alat-ala
51312 Tid

5.1.3.2 menolak
si nikah:
at menunjukkan atau kti di dalam
an;
ersangkutan telah menika lum an putusan

cadilan Agama
Pinrang Analisis Magslahah”, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis
adalah:
5.2.1 Orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan anak agar tidak

terjerumus ke jalan yang salah sehingga pengawasan dan perhatian lebih
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terhadap anak akan membantu agar anak-anak terhindar dari hal-hal yang
menyimpang akibat peragulan bebas dan juga kurangnya perhatian dari orang
tua.

Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah kepada

pasangan di bawah umur tif agar bisa memanimalisir terjadinya

perkawinan di ba ng-undang mengatur tentang
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